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PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara
Cerai Gugat yang diajukan oleh ;
, umur 18 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan
tidak ada, bertempat tinggal di Dusun

sebagai Penggugat;
Melawan
, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan bertani, bertempat tinggal di

, Sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;
DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register
Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 03 Februari 2014 dengan
dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada hari Sabtu, Tanggal 23 Juli 2011
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Desa dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
, umur 2 tahun anak tersebut diasuh oleh
Penggugat.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sekitar delapan bulan setelah pernikahan
mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat
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- Tergugat tidak mau mengakui kalau anak yang dilahirkan Penggugat
adalah anak Tergugat

4. Bahwa Penggugat serta orang tua Penggugat telah meminta bantuan dari
imam Desa untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan
Tergugat serta menasihati Tergugat supaya mau mengakui anak tersebut
sebagai anaknya namun Tergugat tetap tidak mau mengakui anak
tersebut dan mengatakan kalau anak tersebut adalah anak orang lain.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Desember 2012 disebabkan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak mengantar orang tua
Tergugat pulang namun Tergugat tidak kembali hingga sekarang.

6. Bahwa selama pisah dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak saling
mempedulikan lagi layaknya suami istri serta Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya menyebabkan
Penggugat menderita lahir bathin dan pihak keluarga Penggugat tidak ada
usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena kecewa dengan
sikap dan perilaku Tergugat tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Masamba cqg. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:
PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir
di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan ataupun
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama Masamba ;
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Bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana karena tergugat tidak hadir di
persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati penggugat
untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun
penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya
persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan
penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas
pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil
gugatannya ;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau

tanggapan tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan

perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh
penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta,
Kabupaten Luwu Utara Nomor 289/26/I1X/2011 tanggal 25 Juli 2011 (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah
menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal
di , di bawah
sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku tetangga Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pernah tinggal
bersama secara rukun dan harmonis selama beberapa bulan;

- Bahwa setelah delapan bulan pernikahan Penggugat dengan sudah
mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena waktu Penggugat
melahirkan dan bayi yang penggugat lahirkan tersebut tidak diakui oleh
Tergugat sebagai anaknya;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat  sampai
sekarang tidak pernah pulang menemui Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Desember 2012 disebabkan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak mengantar orang tua

Tergugat pulang namun Tergugat tidak kembali hingga sekarang,
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- Bahwa selaku tetangga dekat, saksi telah cukup menasihati Penggugat
agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, hamun
usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai
dengan Tergugat

2. , umur 62 tahun, agama lIslam, Pekerjaan

tani, tempat tinggal di

, di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku sekampung Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri an saksi yang
mengawinkan waktu itu;

- Bahwa setelah menikah pernah tinggal bersama dan dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
harmonis namun setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat sudah
mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan Penggugat tersebut
sebagai anak dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat melahirkan dalam usia delapan bulan kehamilan
Penggugat;

- Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai
sekarang sudah satu tahun lebihtidak pernah kembali dan tidak pernah
memberikan nafkah buat penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama satu tahun lebih yaitu sejak bulan Desember 2012
sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dengan alasan mulanya hendak mengantar orang tua Tergugat pulang
namun Tergugat tidak kembali hingga sekarangt;

- Bahwa selaku orang dekat Penggugat, saksi telah cukup menasihati
Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan
Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut,
Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar

keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan
tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara
persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari
putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana
maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan
berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu
perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan (4 ) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan
rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil
selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugatt dalam
persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 )
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada
prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada
pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sewaktu
tinggal bersama mulanya rukun harmonis namun setelah Penggugat
melahirkan dalam usia 8 bulan perkawinan maka sudah mulai muncul
perselisihan faham dan akhirnya berpisah tempat tinggal yang sampai

sekarang sudah satu tahun lebih disebabkan karena Tergugat tidak mau
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mengakui anak dilahirkan Penggugat sebagai anak Tergugat, akhirnya
Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang dan tidak
mengirim nafkah buat Penggugat meskipun sudah pernah diusahakan untuk
dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal
perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah
tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai
cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah
terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang
sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan
saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama dan
dikaruniai seorang anak, mulanya rukun harmonis namun setelah lahir anak
Penggugat sudah muncul perselisihan faham karena Tergugat tidak mengakui
anak yang dilahirkan Penggugat sebagai anak Tergugat akhirnya Tergugat
meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah satu tahun lebih tidak
pernah pulang menemui Penggugat dan tidak mengirim nafkah buat
Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut
diberikan di bawah sumpah di depan siding secara terpisah serta bersesuaian
antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini yakni masalah
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309
R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-
bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri sah

menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di wilayah

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak.
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- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
kesalah fahaman karena pada waktu Penggugat melahirkan dalam usia 8
bulan pernikahan, Tergugat tidak mengakui anak tersebut sebagai anak
Tergugat;

- bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
yang sampai sekarang sudah berlangsung satu lebih tidak ada saling
memperdulikan.

- bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan
Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah
merupakan bukti bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga telah
pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan
kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat
alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (ff PP No. 9
tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHL.

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran dalam sebuah rumah tangga bukanlah menjadi hal yang penting
untuk dicari karena hal itu hanyalah menyebabkan salah satu pihak dianggap
bersalah, pada hal dalam hal perceraian yang didasarkan pada perselisihan
dan pertengkaran yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perkawinan itu
sendiri apakah benar-benar sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali
atau masih utuh dan masih dapat dipertahankan, hal ini sesuai Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan
Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang undang
nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah
tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling
melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk
meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah

pihak berperkara tidak lagi lebih jaun melanggar norma agama dan norma
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hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk
menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak
ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah,
sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan
didasaran kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah
dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

A G Y alls ged g ald Cpalical) alSa (e aSla ) (o3 (e

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan
gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang
undang nomor 7 tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat
bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama
Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara untuk dilakukan pencatatan
pada sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu, patut diterima dan
dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
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3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat,
terhadap Penggugat,

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan
salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten
Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 H, oleh

sebagai Ketua Majelis, . dan

, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan , Sebagai

Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 450.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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